LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1I LANGKAT

Nomor : 3 TAHUN 1985 SERI : C Nomor : 3

Menimbang : a.

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 9 TAHUN 1985
TENTANG :

TARIP AIR MINUM DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Bahwa Tarif Air Minum di Daerah Kabupaten Daerah Ti-
ngkat II Langkat yang diatur dalam Peraturan Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 5 Tahun 1974,
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi
pada saat ini, maka untuk itu perlu diadakan perobahan

b. Bahwa oleh sebab itu perlu dibuat suatu Peraturan Da-
erah yang baru tentang tarip Air Minum dalam Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Langkat.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pemben-
tukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkung-
an Propinsi Sumatera Utara.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah.

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Men-
teri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 Nomor 28/KPTS/
1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang ketentuan-ketentuan
p?kuk struktur Perhitungan untuk menentukan tarif air
minum.

9. Perdturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ten-
tang Bentuk Peraturan Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor
10 Tahun 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Mi-
num Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Langkat Nomor 8/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat. i
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MEMUTUSEKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANG-
KAT 11 LANGKAT TENTANG TARIF AIR MINUM DALAM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il LANGKAT.

Menetapkan :

Pasal I
KETENTUAN UMUM
Pasal i i

Yang dimaksud dala Peraturan Daerah ini dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat.

b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Langkat

c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Da=srah Tingkat II Langkat.

d. Tarif Air Minum adalah harga air minum per m3 yang
harus dibayar oleh pelanggan/pemakai atas pemakaian-
nya.

e. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusihaan Daerah
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat Il Langkat.

f. Pelanggan Air Minum adalah setiap orang yang memakai
air minum dari Perusahaan Dserah Air Minum.

g. Golongan langganan/pelanggan adalah Kklasifikasi langgan/
pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi pan-
duduk termasuk taripnya.

BAB 11
TENTANG PERMOHONAN MENJADI PELANGGANAN AIR MINUM

Pasal 2.

f;atiz:lp pemilik  bangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
daridngkat rdi'kota dan pedesaan yang telah tersedia air minum

Perusahaan Daerah Air Minum dapat mengajukan permohonan
menajdi pelanggan air minun.

Pasal 3.
Permohonan tersebut pasal 2 haru
s diajukan kepada Perusahaan
Daerah Air Minum dengan memenuhi syarat-syarat dan kewajiban
yang ditentukan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Permohonan akan ditolak/ditangguhkan apa bila air yaﬁg terse-

dia dikota dan pedesaan, a
., ayng bersangkutan b
memenuhi kebutuhan sipemohon. 8 elum cukup yang
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TENTANG KEWAJIBAN PEMOHON/PELANGGAN DAN BESARNYA
TARIP YANG HARUS DIBAYAR.

ic an air keb
Untuk setiap penyambungan saluran
kenakan pembayaran bergsom (uang jaminan) yang

Pasal

5

(tiga) kali tarif pembayaran setiap bulan.

Setiap pelanggan wajib
tiap bulan keloket Pe s
lambat-lambatnya tanggal

bayaran lewat tanggal tersebut diatas dikenakan

(seribu rupiah) sstiap bulannya.

Pasal

membayar tarif air minum dan sewa moter se
~usahaan Daerah Air Minum setempat
bulan berikutnya, dan apabila pem-
denda Rp.1.000

Pasal

6

7.

angunan pelanggan di-
besarnya 3

se-

Besarnya Tarip Air Minum tersebut pasal 6 Peraturan Daerah ini
ditetapkan sebagai berikut :

——

ND.

: JENIS PELANGGAN

TINGKAT PEMAKAIAN/ M3

0-10:

Golongan I Sosial
Sosial Umum

- Kran/Hydran Umum
- Kamar Mandi Umum
- Jamban/Wc Umum

Sosial Khusus

- Panti/Badan Sosial

- Tempat rumah iba-
dih.

Golongan II Non Niaga
a.Rumah Tangga biasa
b.Instansi Pemerintah

Golongan III Niaga

Niaga Kecil

- Warung/toko

= Rumah/,akan/minum

- Rumah Pengusaha

- Losmen Penginapan

- Klinik/rumah sakit
sNiasta.

Rp.140

Rp.1350

Rp.170
Rp.170

Rp.425

Lebih Insidentil

11 -20 : 21 -30 : 30 M3 : Abb
Rp.140 Rp. 140 :Rp..140.: - :

Rp.150 Rp. 150 : Rp. 150: - : -
Rp.225 : Rp.340 : Rp. 510 : - : -
Rp.225 : Rp.340 :Rp. 510 : - : -
Rp.425 Rp. 850 Rp. 85(}; - -
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4-
A.

B.

Niaga besar

- Hotel/restoran : - :
- Bengkel/service stt : Rp.680 Rp.680 : Rp.1360
- Tempat-tempat hi- : - :

an.

Golongan IV Industri :

Industri kecil g -
- Industri rumah tang-: Rp.150 : Rp.150 Rp.1020

ga.

- Pengrajin - -

Industri Besar $
- Pabril Minuman : Rp.850 : Rp.850 : Rp.1700 : Rp.1700:

- Pabrik/Kilang Es

Insidentil

..

wt - - - . . : Rp.aooo

Abbonement - - - - 2 -

Rp.1360 : - :

Rp.1020 :

2750

Pasal 8.

Selain tarif air minum tersebut pasal 7 pada Peraturan Daerah
ini kepada pelanggan wajib membayar tarif lain yang besarnya
ditetapkan sbb :

1. Sewa Meter Air per bulan :

a.
b.
c.
d.

Ukuran 3/8 inci Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

Ukuran % inci Rp. 750,- (tujuh ratus lima rupiah)

Ukuran 3/4 inci Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Ukuran 1 finci Pn.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh
rupiah).

2. Lain-lain :

a.

bl

Diens Kran atau memasang meteran Ro. 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah).

Ongkos pemeriksaan pipa atau (keoring kost) Rp. 2.500,-
{dua ribu lima ratus rupiah).

Ongkos perbaikan pipa yang rusak Rp. 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah).

Ongkos pemeriksaan salahnya petunjuk meter Rp. 7.50,-
(tujuh ratus lima puluh rupiah).

Ongkos perbaikan pipa yang rusak Rp. 2.500,- (dua ribu
liam ratus rupiah).

1. Biaya sambungan baru/SWP Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah).

2. Biaya survey situasi rumah pelanggan Rp. 3.500,-(ti-
ga ribu lima ratus rupiah)

3. Biaya adminstrasi Rp. 2.500,- (dua lima ratus rupiah)

Biaya tukar/balik nama Rp. 25.000,- (dua puluh lima ri-
bu rupiah).

Biaya pemindahan sambungan kejalan, Pipa lain Rp.35.000
(tiga puluh lima ribu rupiah).
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BAB v
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9.

Pemasangan, pembongkaran dan perbaikan pada kerusakan pipa
air minum dan meteran air hanya dapat dilakukan oleh petugas
Perusahaan Air Minum atau yang dihunjuk untuk itu.

Pasal 10

1). Bagi pelanggan yang menunggak pembayaran tarif air njiaum
dan sewa meteran dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut,
izin pemasangan dan saluran air ketempat sipenunggak dica-
but dan diberhentikan.

2). Pembukasn/pemasangan kembali saluran yang diberhentikan
hanya akan dilakukan satelah sipemakai melunasi tunggakan
serta biaya pemasangan kembali sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah).

BAB N
KETENTUAN PIDANA
Pasal 1t

1). Barang siapa yang melanggar pasal 9 Peraturan Daerah ini
dikenakan hukuman selama-lamanya 1 (satu) bulan atau den-
da setinggi-tingzinya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

2). Tindak Pidana tersebut ayat (1) pasal ini adalah tindak
Pidana pelanggaran.

BAB VI.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12.

1). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan
Surat Keputusan Kepala Daerah.

2). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Langkat tentang Tarip Air Minum.

3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Stabat, tgl. 16 Pebruari 1985,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA- BUPATI KEPALA DAE
ERAH KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT L ANGK AR'?H e

Ketua,

dto/fcap dto/cap
(_HASSAN SAIDI, BA ) (_H. MARZUKI ERMAN )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disyah -

Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat la 3]7338‘:'2?1 O'i'ei!:gl?al:tbefm!jsfzml;igia

3?1:31": .Ca pada tangga]‘ 27-11-1985. Utara dengan surat Keputusan

T | tanggal, 4 Nopember 1985. No.
f wAd 5 188.342-96/KP/TAHUN 1985.




